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ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
 
ANALYZING THE EFFECTIVITY AND CONTRIBUTION OF VEHICLES’ TAX 




Christian Mangiwa  
Syamsuddin 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas 
dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 – 2014. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu penelitian 
empiris dimana data adalah dalam bentuk sesuatu yang dapat 
dihitung/angka. Data yang digunakan yaitu data target dan realisasi pajak 
kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2011 
sampai 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas 
Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat tahun 2011 – 2014 sebesar 109,70% dan berdasarkan 
indikator yang telah dibuatkan, hal tersebut termasuk dalam indikator 
sangat efektif. Sedangkan tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011 – 
2014 sebesar 3,09% dan berdasarkan indikator yang telah dibuatkan, hal 
tersebut termasuk dalam indikator sangat kurang. 
 
Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Wajib Pajak, Pendapatan Asli 
Daerah 
 
This study was conducted in order to examine the effectivity and 
contribution of vehicles’ tax towards the local revenue of West Sulawesi 
Province in 2011 – 2014. The method used in this research is a 
quantitative method of empirical research where the data’s are in the 
counted/number forms. The data’s collected from target data’s and 
vehicles’ tax realization of West Sulawesi Province fiscal year 2011 until 
2014. The results show that effectivity of vehicles’ tax towards the local 
revenue of West Sulawesi Province in 2011 – 2014 is 109,70% and based 
on indicators that have been made, the results were categorized as very 
effective. While the contribution of Vehicles’ tax towards the local revenue 
of West Sulawesi Province in 2011 – 2014 is 3,09% and based on 
indicators that hae been made, the results were categorized as very less. 
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1.1 Latar Belakang 
Indonesia sebagai Negara yang berkembang dengan giat terus 
melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan apa yang 
diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 yaitu “memajukan 
kesejahteraan umum”. Dengan meningkatnya pembangunan, maka  
lapangan pekerjaan juga semakin meningkat, sehingga menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi meningkat dengan pesat. Hal tersebut terbukti 
dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap barang – barang 
produksi. 
Agar pertumbuhan dapat terus berjalan sesuai dengan apa yang di 
harapkan, dibutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, 
pemerintah terus berusaha untuk meningkatan pendapatan sehingga dapat 
menunjang pembangunan. Adapun sumber penerimaan  pemerintah, yaitu 
berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, serta 
penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. 
Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya 
dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. 
Sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai segala 
pengeluaran – pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat 
temasuk untuk pembangunan. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya  untuk 







Selain itu, peran dan tanggung jawab masyarakat dalam 
keikutsertaannya dalam pembangunan sangat diharapkan, salah satu peran 
dari masyarakat yaitu sebagai wajib pajak yang baik, yang secara sadar dan 
bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya untuk  membayar pajak, 
baik pajak pusat maupun pajak daerah. 
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah 
daerah. Pemerintah daerah, akan terus berupaya untuk meningkatkan 
pendapatannya dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu pajak provinsi 
seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak 
Rokok. Pajak Kabupaten /Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung 
Waler, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Saat ini, salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting yaitu 
sarana transportasi. Sarana transportasi sangat dibutuhkan karena 
merupakan penunjang aktivitas sehari – hari. Tidak dapat dipungkiri sarana 
transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda 
perekonomian.  
Untuk di Provinsi Sulawesi Barat sendiri, salah satu pajak yang sangat 
berpotensi memberikan penerimaan bagi Pemerintah Sulawesi Barat yaitu 
Pajak Kendaraan Bermotor, melihat dengan meningkatnya jumlah 
kendaraan bermotor yang dimiliki oleh penduduk Sulawesi Barat. Seiring 







maka kontribusi dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor juga akan 
terus diupayakan dalam meningkatkannya sehingga akan membantu dalam 
pembangunan pada Provinsi Sulawesi Barat. 
Pada tabel 1.1 menggambarkan jumlah peningkatan kendaraan 
bermotor yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang terbagi atas 5 
kabupaten/kota tahun 2011 – 2014. 
TABEL 1.1 
Perkembangan Jumlah Kendaraan di  










1 Mamuju 49,656 57,751 63,858 68,667 




45,443 49,832 56,972 63,802 




10,911 14,836 19,322 22,707 
TOTAL 124.893 144,420 165,500 183,299 
     Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat  
Dengan melihat tabel diatas, perkembangan jumlah kepemilikan 
kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sangat pesat, di 
Mamuju, di tahun 2011 jumlah kendaraan bermotor mencapai 49.656 unit, 
hingga tahun 2014 mencapai 68.667 unit, mengalami peningkatan sebanyak 
19.011 unit atau sebesar 38,28%. Majene, tahun 2011, jumlah kendaraan 
bermotor sebanyak 14.748 unit dan tahun 2014 mencapai 21.495 unit, 
mengalami peningkatan sebanyak 6.747 unit atau sebesar 45,75%. Polewali 
Mandar, jumlah kendaraan bermotor tahun 2011 mencapai 45.443 unit dan 
tahun 2014 mencapai 63.802 unit, mengalami peningkatan sebanyak 18.359 
unit atau sebesar 39,53%. Mamasa, jumlah kendaraan bermotor tahun 2011 
mencapai 4.135 unit dan tahun 2014 mencapai 6.628 unit, mengalami 







Utara, jumlah kendaraan bermotor tahun 2011 mencapai 10.911 unit dan 
tahun 2014 mencapai 22.707 unit, mangalami peningkatan sebanyak 11.796 
unit atau sebesar 108,11%. 
Dengan melihat jumlah peningkatan kendaraan bermotor yang ada di 
Provinsi Sulawesi Barat selama 4 tahun terakhir, hal ini merupakan peluang 
untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar lagi 
kedepannya. Mengingat saat ini kendaraan juga merupakan salah satu 




Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2011 S/D 2014 (dalam rupiah) 
TAHUN TARGET REALISASI 
2011 22.818.987.765,19 24.138.232.875,00 
2012 26.102.355.486,00 29.181.737.813,00 
2013 30.770.727.413,00 32.626.096.491,00 
2014 32.656.219.489,00 38.444.111.378,00 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
 
Tabel 1.2 menunjukkan jumlah target dan realisasi Pajak Kendaraan 
Bermotor Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2011 sampai 2014. Dari tabel 
tersebut menunjukkan bahwa target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
selama 4 tahun terakhir sudah mencapai target yang ditetapkan dan dapat 
terealisasi secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya 
mendapatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah telah 











Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2011 S/D 2014 (dalam rupiah) 




24.138.232.875,00 29.181.737.813,00 32.626.096.491,00 38.444.111.378,00 
2 
Pajak Kendaraan 
di Atas Air 
10.541.300,00 10.660.100,00 9.895.150,00 10.822.900,00 
3 
Bea Balik Nama 
Kendaraan 
Bermotor 
47.411.332.495,00 61.336.925.860,00 64.218.972.943,00 75.283.052,270,00 
4 
Bea Balik Nama 
Kendaraan Diatas 
Air 





24.755.248.384,00 29.337.588.330,00 35.814.990.162,00 46.046.481.005,00 
6 
Air Permukaan 
Tanah dan Air 
Bawah Tanah 
65.561.848,00 72.827.252,00 131.376.105,00 164.638.252,00 
7 Pajak Rokok - - - 36.925.797.474,00 
TOTAL PAJAK 
DAERAH 
96.383.466.902,00 119.939.739.355,00 132.801.330.851,00 196.874.903.279,00 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Dan pada tabel 1.3 menunjukkan jenis pajak yang ada di Provinsi 
Sulawesi Barat.  Realisasi Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011 
mencapai Rp 96.383.466.902,00 dan realisasi Pajak Daerah tahun 2014 
mencapai Rp 196.874.903.279,00 , mengalami peningkatan sebanyak Rp 
100.491.436.377,00 atau sebesar 104,26%.  
Dari tabel tersebut juga memperlihatkan, pajak kendaraan bermotor ada 
di urutan ketiga jumlah peningkatan sebesar 115,19%. Pajak yang lain juga 
mengalami peningkatan seperti Pajak Kendaraan diatas air sebesar 
104,01%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 112,39%,  
Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air sebesar 3,98%, dan Pajak Air 
Permukaan Tanah dam Air Bawah Tanah 124,57%, bahkan pajak yang 
mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu Pajak Bahan Bakar 







Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini akan membahas 
suatu permasalahan dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi 
Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1) Bagaimana efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2011 – 2014? 
2) Bagaimana kontribusi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 
Pendapatan Asli Daerah  Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011 – 2014? 
 
1.3 Tujuan  Penelitian 
1) Untuk Mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Pajak 
Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat tahun 2011 – 2014. 
2) Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
tahun 2011 – 2014. 
 
1.4 Kegunaan  Penelitian 
Penelitian ini dapat memberikan kegunaan secara teoretis maupun 










1.4.1 Kegunaan Teoretis 
 Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar acuan atau referensi bagi 
beberapa pengembangan penelitian selanjutnya dengan objek 
penelitian yang sejenis. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
dalam menentukan kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah terutama dalam pengembangan 
pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. 
b. Hasil Penelitian ini dapat menjadi sarana informasi bagi 
masyarakat agar mengetahui betapa pentingnya Pembayaran 
Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan pembangunan 
daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini meliputi sejauh mana tingkat efektifitas Pajak Kendaraaan 
Bermotor serta kontribusinya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah. Pemerintah Daerah yang ingin diteliti yaitu Pemerintah Provinsi 













1.6 Sistematika  Penulisan 
Dengan mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi, skripsi  
penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab. 
BAB I Pendahuluan 
Pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan ruang lingkup penelitian, serta 
sistematika penulisan penelitian. 
BAB II Tinjauan Pustaka 
Dalam bab ini teridiri dari landasaran teori yang merupakan teori dasar 
yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi mengenai 
penelitian terdahulu yang merupakan salah satu rujukan dalam penelitian,  
dan juga kerangka pemikiran penelitian ini. 
BAB III Metode Penelitian 
 Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi 
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode 
analisis data. 
BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Bab ini berisi mengenai gambaran Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas 
Pendapatan Daerah  Provinsi Sulawesi Barat.  
BAB V Hasil Penelitian 
Bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian. 
BAB VI Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian  serta saran – saran sehingga 






2.1 Konsep Dasar Perpajakan 
2.1.1 Pengertian Pajak 
Beberapa ahli dalam bidang perpajakan mengemukakan definisi  
mengenai pajak yang berbeda – beda. Namun demikian, definisi yang 
diberikan oleh para ahli tersebut  memiliki inti dan tujuan yang sama. 
Beberapa kutipan definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara 
lain. 
Menurut Resmi (2003:3) pajak adalah sebagai berikut. 
“Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang – 
undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi 
pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari 
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 
membiayai  public investment”. 
 
Pengertian Pajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:658) 
“Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus 
dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara 
atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga 
beli barang, dan sebagainya”. 
 
Brotodihardjo (2003:2) menambahkan bahwa pajak adalah iuran 
kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib 
membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang 







berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan 
pemerintahan. 
 
Selain itu, Mardiasmo (2011:1) juga menambahkan bahwa pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – 
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
 
Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada 
Pasal 1 ayat 1 berbunyi : 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - 
besarnya kemakmuran rakyat”. 
 
2.1.2 Fungsi Pajak 
Menurut Brotodiharjo (2003:1) bahwa secara umum, diberlakukannya 
pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu 
Negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal 
tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi untuk mendorong 
tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan 
masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkah adanya 







mengurangi ketimpangan ekonomi, serta untuk memobilisasi surplus 
ekonomi. 
Selain itu, menurut Mardiasmo (2013:1), fungsi pajak secara 
sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para 
warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian 
pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu sebagai 
berikut. 
Ada dua fungsi pajak, yaitu: 
1) Fungsi budgetair (penerimaan). 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran – pengeluarannya. 
2) Fungsi mengatur (regulerend). 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contoh: 
dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, 
ketersediaan minuman keras dapat ditekan, demikian pula dengan 
barang mewah. 
 
2.1.3 Dasar Pemungutan Pajak 
Dalam pemungutan pajak, terdapat justifikasi (pembenaran atau 
dasar), sehingga fiskus berwenang untuk memungut pajak. untuk 
mendapatkan justifikasi pemungutan pajak, maka dalam hukum pajak 
telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan 







berdasarkan asas keadilan, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas 
financial. 
 
2.1.3.1. Asas Keadilan 
Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam 
pemungutan pajak di samping hukum itu sendiri. Sebagai dasar 
berpijak, sudah seharusnya asas keadilan tersebut dipegang teguh 
agar tercapai sistem perpajakan yang baik. Ada beberapa teori dalam 
asas keadilan, yaitu sebagai berikut. 
a) Teori Asuransi 
 Kewajiban Negara adalah melindungi warga negaranya 
dari segala bentuk ancaman yang akan membuat keselamatan 
dan keamanan jiwa dan harta bendanya terenggut. Teori ini 
menekankan pada rakyat sebagai pihak yang dilindungi harus 
memberikan iuran atau pembayaran kepada negara. Iuran yang 
dimaksud adalah untuk mendapatkan keamanan dari negara 
tempat rakyat berlindung. Iuran atau pembayaran itu identik 
dengan premi, seperti premi dalam asuransi. Dan, pajak di sini 
dianggap sebagai premi, seperti premi asuransi. 
 Berdasarkan teori asuransi ini fiskus berwenang, berhak 
memungut pajak dari penduduknya, karena negara dianggap 
sama dengan perusahaan asuransi yang member perlindungan 
kepada rakyatnya. Wajib pajak sebagai rakyat dari suatu negara 
dianggap sebagai pihak tertanggung yang wajib membayar premi 







Kelamahan dari teri asuransi ini adalah: 
1. Negara tidak member ganti rugi apabila wajib pajak 
menderita kerugian jiwa atau harta benda. 
2. Negara sebagai penerima pajak tidak memberikan 
kontraprestasi langsung kepada wajib pajak, sesuai dengan 
pengertian pajak itu sendiri. 
b) Teori Kepentingan 
 Teori ini menekankan pada keadilan dan keabsahan 
pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya 
kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Bahwa penetapan 
beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat berdasarkan pada 
tingkat kepentingan rakyat kepada negaranya termasuk masalah 
kepentingan akan perlindungan atas jiwa beserta harta 
bendanya. Sehingga, negara berhak memungnut pajak dari 
penduduknya karena penduduk negara tersebut mempunyai 
kepentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk 
kepada negara, makin besar pula perlindungan negara 
kepadanya, dan makin berhak pula negara memungut pajak dari 
rakyatnya. 
 Masyarakat membutuhkan keamanan, kenyamanan, 
fasilitas umum, fasilitas sosial, saran dan prasarana sosial 
ekonomi, seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan, dan 
sebagainya. Masyarakat banyak membutuhkan kepentingan 







memungut pajak kepada masyarakatnya karena negara sudah 
mengeluarkan biaya untuk fasilitas tersebut. 
Kelemahan dari teori ini adalah: 
1. Tidak ada standar atau pedoman baku yang dapat mengukur 
kepentingan seseorang yang membayar pajak besar dengan 
yang membayar pajaknya kecil dan orang yang tidak 
membayar pajak. apakah penggunaan jalan umum yang 
sudah baik hanya boleh dilalui oleh orang yang telah bayar 
pajak? apakah petani miskin yang membutuhkan 
perlindungan harus membayar pajak terlebih dahulu? 
2. Ditinjau dari unsur utama dari definisi pajak, yaitu bahwa 
unsur pajak salah satunya adalah tidak ada kontraprestasi 
atau imbalan secara langsung kepada wajib pajak yang telah 
membayar pajak pada negara, maka adanya kontraprestasi 
secara langsung pada teori kepentingan ini, seperti yang 
telah dijelaskan di atas, telah menggugurkan eksistensi pajak 
itu sendiri. 
   
c) Teori Bakti atau Teori Kewajiban Pajak Mutlak 
 Penduduk harus tunduk, patuh kepada negara, karena 
negara dalam kenyataannya sejak dahulu sudah ada, dan diakui 
eksistensinya baik oleh penduduk maupun oleh negara lain. Dan, 
negara juga mengemban tugas untuk melindungi segenap 
warganya. Oleh karena itu, hubungan rakyat dengan negara 







dari suatu negara, maka penduduk wajib berbakti pada negara, 
wajib membayar pajak, sebagai rasa bakti kepada negara. 
 Penganut teori ini menganjurkan  untuk membayar pajak 
kepada negara dengan tidak mempermasalahkan apa yang 
menjadi basic atau dasar bagi negaranya untuk memungut pajak 
pada penduduknya. Karena negara sesuai dengan kenyataan 
telah ada sejak lama, maka penduduknya wajib mau tidak mau 
untuk membayar pajak, rakyat wajib berbakti pada negaranya. 
Teori ini mendukung asas keadilan dalam pemungutan pajak. 
 
d) Teori Daya Pikul 
 Keadilan dan kebenaran negara dalam memungut pajak 
dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap 
pribadi masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya 
kepentingan tiap – tiap penduduk, seperti pada Teori 
Kepentingan. Kemampuan dan kekuatan dari pribadi dan suatu 
entitas yang membayar pajak merupakan kemampuan dan 
kekuatan untuk memperoleh penghasilan, harta, kekayaan, dan 
konsumsi dengan tujuan dari itu adalah dapat menghidupi diri 
sendiri dan kemampuan untuk memikul beban kehidupan 
lainnya. 
 Di Indonesia, ajaran teori ini diterapkan kepada wajib pajak 
dengan tidak langsung mengenakan pajak penghasilan atas 
seluruh penghasilan brutonya. Tetapi, pajak dikenakan atas 







yaitu penghasilan bruto dikurangi pengurang (biaya – biaya yang 
diperkenankan oleh peraturan perpajakan) dan kemudian 
dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (untuk wajib 
pajak orang pribadi). Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah 
pendapatan bebas pajak seorang wajib pajak yang telah 
ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. 
Sehingga wajib pajak yang mengalami kerugian atau 
penghasilannya di bawah PTKP maka tidak akan dikenakan 
pajak penghasilan. 
 
e) Teori Daya Beli 
 Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai 
suatu cara memanfaatkan daya beli dari masyarakat untuk 
kepentingan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan 
dan meyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian 
fasilitas sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dengan 
maksud untuk memberikan rasa adil, aman, dan sejahtera bagi 
masyarakat. Teori ini lebih menekankan kepada efek yang 
ditimbulkannya, karena eek pemungutan pajak yang 
ditimbulkannya baik, seperti terselenggaranya kepentingan 
masyarakat, maka dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan 
pajak. 
 Negara adalah penyelenggara berbagai kepentingan yang 
mendukung kesejahteraan masyarakat dan negara itu sendiri. 







negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli 
(daya beli) masyarakat untuk kepentingan negara yang pada 
akhirnya akan dikemablikan atau disalurkan kembali pada 
masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. 
f) Teori Pembangunan 
 Untuk Indonesia, justifikasi yang paling tepat adalah 
pembangunan. Pajak di pungut negara untuk pembangunan. 
Pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan suatu 
negara, yaitu masyarakat yang adil, maksur, sejahtera di semua 
bidang kehidupan. 
 Pembangunan seperti itu tentunya tidak dapat dilakukan 
seperti membalikkan telapak tangan, pembangunan 
membutuhkan begitu banyak biaya dan pengorbanan. Untuk itu 
negara memiliki keabsahan, wewenang untuk memungut dana 
dari masyarakat berupa pajak. karena tujuan utama dari 
pembangunan adalah untuk rakyat, maka sewajarnya rakyat ikut 
andil bersama – sama dalam pembiayaan pembangunan dengan 
memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. 
  
2.1.3.2 Asas Yuridis 
Menyatakan bahwa hukum pajak, peraturan perundang – 
undangan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum, baik 
untuk negara, maupun warga negaranya, bagi fiskus, dan juga bagi 
wajib pajak. artinya, setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus 







Logikanya, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada 
negara, pengorbanan rakyat kepada negara, pemberian sebagian 
kekayaan yang dimilikinya kepada negara. Beban yang harus dipikul 
rakyat untuk kepentingan negara. Tujuan penghimpunan dana ini 
oleh negara adalah membiayai pengeluaran – pengeluaran negara, 
tanpa ada kontraprestasinya secara langsung terhadap wajib pajak. 
tentunya alasan pajak sebagai beban dapat dijadikan dasar bahwa 
untuk menentukan dasar bahwa Dasar Pengenaan Pajak dan berapa 
besar tarif atas pajak yang dikenakan kepada rakyat harus melalui 
persetujuan rakyat itu sendiri. Dimana persetujuan itu perlu 
diwakilkan, dipresentasikan melalui lembaga perwakilan rakyat, dan 
dari persetujuan tersebut lahirlah undang – undang sebagai aturan 
yang menjadi rambu – rambu bagi pelaksanaan pemenuhab 
kewajiban perpajakan. 
Di Indonesai, Undang – Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) 
menetapkan: “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan 
undang – undang.” Memori penjelasannya menyebutkan: “Betapa 
caranya rakyat, sebagai bangsa akan hidup dan darimana didapatnya 
belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan 
perantara Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat menentukan nasibnya 
sendiri, karena itu juga cara hidupnya.” 
Penetpan belanja oleh rakyat untuk melanjutkan hidupnya 
adalah hak rakyat, menentukan nasibnya sendiri adalah hak rakyat, 
maka segala tindakan yang berhubungan dengan pembebanan 







menentukan aturan atas pajak yang akan dibebankan kepadanya, 
maka mengenai aturan perpajakan harus ditetapkan dengan undang 
– undang, yaitu dengan persetujuan DPR. Hal tersebut juga sudah 
menjadi kelaziman karena telah menjadi kaharusan di negara – 
negara hukum.  
Sudah menjadi keharusan bahwa dalam penyusunan dan 
pembuatan undang – undang harus mencerminkan keadilan (equity), 
kepastian hukum (certainty), efisiensi ekonomis (economy), dan 
ketepatan waktu (convenience). Cerminan prinsip – prinsip tersebut 
dapat dicontohkan secara umum hal – hal sebagai berikut. 
a) Fiskus diberi jaminan oleh Undang – undang Perpajakan yang 
telah disetujui oleh rakyat dalam hal menyangkut: hak – hak 
fiskus dalam meakukan pengadministrasian pajak bagi wajib 
pajak, wewenang pemeriksaan pajak, wewenang penagihan 
pajak, wewenang penyitaan sampai wewenang pelelangan. 
b) Melakukan penyempurnaan sistem perpajakan, di mana di 
dalamnya termasuk masalah administrasi pajak, pemeriksaan 
pajak, pelayanan untuk wajib pajak, dan juga peraturan 
perundang – undangan mengenai tax base dan tax rate, untuk 
mengatasi masalah penghidaran pajak baik legal maupun illegal, 
yang dilakukan oleh wajib pajak (tax avoidance maupun tax 
evasion). Aktivitas tersebut dilakukan oleh wajib pajak  untuk 
menghindarkan diri dari pemenuhan kewajiban perpajakan 







c) Adanya jaminan hukum bagi wajib pajak untuk diperlukan secara 
adil dengan berdasarkan prinsip – prinsip sistem perpajakan. 
Wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum agar tidak 
diperlaukan dengan semena- mena oleh fiskus. Segala sesuatu 
harus diatur dengan tegas dan jelas baik kewajiban maupun hak 
wajib pajak di dalam peraturan perundang – undangan. 
d) Jaminan kerahasiaan data wajib pajak yang telah diketahui oleh 
fiskus karena adanya pemeriksaan maupun dalam laporan SPT, 
dan jangan sampai ada penyalahgunaan data wajib pajak yang  
pada fiskus. 
   
2.1.3.3 Asas Ekonomis 
 Pajak yang dibayarkan oleh warga negara selaku wajib pajak 
yang dipungut oleh fiskus harus diusahakan oleh peraturan 
perpajakan agar: 
a) Tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi, dan 
perdagangan. 
b) Tidak pernah menghalangi rakyat dalam usahanya menuju 
kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan, dan jangan 
merugikan kepentingan rakyat banyak. 
 
2.1.3.4 Asas Finansial 
Pajak sebegai penerimaan negara yang menjadi primadona, 
yang digunakan untuk membiayai pemerintah di dalam menjalankan 







memperoleh penerimaan tersebut, maka biaya yang dikeluarkan 
untuk upaya pengumpulan pajak harus jauh lebih kecil daripada 
jumlah pajak yang diperoleh. Dengan kata lain, sistem pemungutan 
pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dakam hal administrasi, 
sumberdaya manusia, teknologi dan sebagainya tidak sama dengan 
jumlah pajak yang diterima negara, atau bahkan defisit. 
Di samping itu, untuk menghidari tertimbunnya tunggakan pajak 
yang tidak/belum terbayar untuk menambah penerimaan negara, 
maka haruslah selalu teliti apakah syarat – syarat penting telah 
dipenuhi untuk dapat memungut pajak dengan efektif dan efisien. 
 
2.1.4 Pengelompokan Pajak 
Terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi 3 
(Waluyo, 2008:12), yaitu : 
1) Menurut golongannya 
a. Pajak langsung  
Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang 
harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak 
bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak 
lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang 
bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung 
adalah pajak yang dipungut secara berkala. 
Contoh : Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dibayar atau 








b. Pajak tidak langsung. 
Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak 
yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 
orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian 
administratif, pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu 
kegiatan, persitiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya 
pajak, missal terjadi penyerahan barang atau jasa. 
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. 
2) Menurut sifatnya 
Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
a. Pajak Subjektif 
Pajak Subjektif yaitu pajak yang memperhatikan pertama – tama 
keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus 
ditemukan alas an – alasan yang objektif yang berhubungan erat 
dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. 
Contoh: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Objektif. 
Pajak Objektif pertama – tama melihat kepada objeknya baik itu 
berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau 
peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, 
kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) 
yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan 
apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia ataupun tidak. 








3) Menurut Lembaga Pemungut 
Menurut Lembaga Pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Pajak  Pusat (Pajak Negara) 
Pajak  Pusat atau Pajak Negara yaitu pajak yang dipungut oleh 
Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh 
departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah 
tangga Negara. 
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 
b. Pajak Daerah 
Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh daerah seperti 
provinsi, kabupaten maupun kota berdasarkan peraturan daerah 
masing – masing. Pajak daerah terdiri dari: 
1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) 
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 
Pajak Air Permukaa, dan Pajak Rokok. 
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) 
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak 
Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 









2.1.5 Asas Pemungutan Pajak 
1) Asas Domisili (asas tempat tinggal) 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 
Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang 
berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk 
Wajib Pajak dalam negeri. 
2) Asas Sumber 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 
di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 
3) Asas Kebangsaan 
Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 
Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap 
orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal 
di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). 
 
2.1.6 Sistem  Pemungutan  Pajak 
Sistem  pemungutan  pajak  dapat  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu: 
1) Official  assessment   system  adalah  suatu  system  pemungutan  
pajak yang  member  wewenang  kepada   pemerintah  (fiskus) untuk 
menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang.  
Ciri-cirinya: 
a. Wewenang  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang  
terletak  pada  fiskus. 







c. Utang  pajak  timbul  setelah  dikeluarkan  Surat  Ketetapan  Pajak  
(SKP)  oleh  pihak  fiskus. 
2) Self  assessment  system  adalah  suatu  system  pemungutan  pajak  
yang memberikan  wewenang,  kepercayaan,  tanggung  jawab  
kepada  wajib  pajak untuk  menghitung,  memperhitungkan,  
membayar,  dan  melaporkan sendiri  besarnya  pajak  yang  harus  
dibayar. 
Ciri-cirinya: 
a. Wewenang  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang  
terletak  pada  Wajib  Pajak  sendiri. 
b. Wajib  Pajak  aktif  mulai  dari  menghiting,  menyetor,  dan  
melaporkan  sendiri  pajak  yang  terhutang. 
c. Fiskus  tidak  ikut  campur  hanya  mengawasi. 
3) Withholding  System  adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang 
memberi  wewenang  kepada  pihak  ketiga  untuk  memotong  atau 
memungut  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh  wajib  pajak. 
Ciri-cirinya:  wewenang  menentukan  besarnya  pajak  yang  
terutang  ada  pada  pihak  ketiga. 
 
2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2013:8) hambatan terhadap pemungutan pajak 
dapat di kelompokkan sebagai berikut. 
1) Perlawanan Pasif 








a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.  
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan 
baik. 
2) Perlawanan aktif. 
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara 
langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari 
pajak. Bentuknya antara lain. 
a. Tax avoidance, usaha untuk meringankan beban pajak dengan 
tidak melanggar undang-undang. 
b. Tax evasion, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara 
melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). 
 
2.1.8 Wajib Pajak 
1) Pengertian Wajib Pajak. 
Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) 
tentang Tata cara perpajakan bahwa yang dimaksud  dengan  Wajib  
Pajak  (tax  payer)  adalah  sebagai  berikut :   
“Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menurut  
ketentuan  peraturan  perundang - undangan  perpajakan  ditentukan  
untuk  melakukan  kewajiban  perpajakan,  termasuk  pemungut 
pajak atau pemotong pajak tertentu”. 
 
2) Hak Wajib Pajak 
a. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 
Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak 
ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain 







besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak 
mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. 
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam 
waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima 
secara lengkap. 
Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling 
lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak 
permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan 
tanpa pemeriksaan. 
Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara : 
1. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT), 
2. Dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 
Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan 
kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib 
Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan. 
b. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan pemeriksaan. 
Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan 
dengan tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain 
yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak : 
1. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan 







3. Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan 
pemeriksaan 
4. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT 
5. untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam 
batas waktu yang ditentukan. 
Berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan 
sebagaimana disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi 
pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan 
Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung 
sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan 
dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal 
Laporan Hasil Pemeriksaan. 
Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling 
lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 
8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat perintah 
Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 
c. Hak untuk mengajukan keberatan, banding & peninjauan kembali. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan 
pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang 
bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat 
maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. 
Selanjutya apabila belum puas dengan keputusan keberatan 







terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa 
pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 
Penetapan pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
Jenis-jenis ketetapan yag dikeluarkan adalah : Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
(SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu 
dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal 
dikenakannya sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, 
dan kenaikan. 
d. Hak-hak wajib pajak lainnya 
1. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak. 
Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan 
kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah 
disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam 
rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak 
lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang 
mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga 
ahli, sepert ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh 
Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-
undang perpajakan. 
Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain : 
a) Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen 
lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; 







c) Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan 
perpajakan yang berlaku. 
Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau 
dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, 
keterangan atau bukti tertuils dari atau tentang Wajib Pajak 
dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
2. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. 
Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat 
mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak. 
3. Hak untuk penundaan pelaporan spt tahunan. 
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat 
menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik 
PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi. 
4. Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25. 
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan 
pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. 
5. Hak untuk pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). 
Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu 
objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau 
karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek 
pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak 
anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela 
kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan 







Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah dialihkan ke 
Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk 
pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
tetapi di Kantor Dinas Pendapatan Kota/kabupaten setempat. 
6. Hak Untuk Pembebasan Pajak. 
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan 
Pajak Penghasilan. 
7. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 
Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai 
Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan 
kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 
1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal 
permohonan. 
8. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. 
Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai 
dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang 
terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, 
konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah. 
9.  Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. 
Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau 
kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau 
PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari 
pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal 







maupun yang penyerahannya di dalam daerah pabean oleh 
Wajib Pajak tertentu. Perusahaan yang melakukan kegiatan di 
kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas 
PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan 
bahan baku. 
3) Kewajiban Wajib Pajak 
Kewajiban pajak itu timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu : 
a. Kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat 
orangnya.  
Misalnya : semua orang atau badan hukum yang berdomisili di 
Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif. 
b. Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada 
hal-hal yang dikenakan pajak.  
Misalnya : orang atau badan hukum yang memenuhi kewajiban 
pajak kekayaan adalah orang yang punya kekayaan tertentu, yang 
memenuhi kewajiban pajak kendaraan ialah orang yang punya 
kendaraan bermotor dan sebagainya. 
Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang 
perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga 
Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu 
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib 
Pajak. 
Adapun kewajiban wajib pajak adalah : 







Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak 
mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau 
KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan 
Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
Disamping melalui KPP atau KP2KP, pendaftaran NPWP juga 
dapat dilakukan melalui e-registration (e-reg), yaitu suatu cara 
pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line (internet). 
Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP, wajib dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP atau KP2KP 
apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Syarat untuk 
dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha orang pribadi atau 
badan tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak atau 
jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto 
(omzet) melebihi Rp. 4.800.000.000,- setahun. Wajib Pajak yang 
tidak memenuhi persyaratan tersebut, dapat juga melaporkan 
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 
Bagi pengusaha yang telah diukuhkan sebagai PKP, diwajibkan 
untuk memungut PPN dari setiap pembeli/pemakai jasanya 
dengan menerbitkan faktur pajak. PPN yang sudah dipungut, 
kemudian dilaporkan dalam laporan bulanan (SPT Masa) dan 
apabila ternyata ada PPN yang harus disetor ke bank atau kantor 
pos, maka harus disetor terlebih dahulu sebelum dilaporkan ke ke 
KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar. KPP atau KP2KP akan 







di tempat usaha Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP 
tersebut. 
b. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan 
pajak. 
Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem self 
assessment, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, 
pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. 
c. Kewajiban dalam hal diperiksa. 
Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat 
melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan 
pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi 
pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 
Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa adalah : 
1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan 
sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis 
Pemeriksaan Kantor. 
2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 
dokumen yang Menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk 
data yang dikelolah secara elektronik, yang berhubungan 
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan 
bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus 







kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang 
dikelolah secara elektronik. 
3. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang 
yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna 
kelancaran pemeriksaan. 
4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat 
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. 
5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh 
Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor. 
6. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang 
diperlukan. 
d. Kewajiban memberi data. 
Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, 
wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan 
perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya 
diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah 
Diubah Dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. 
Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban 
perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self 
assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan 
perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, 
asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi 







atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan 
yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah 
debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu 
kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha 
yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal 
Pajak. 
Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban 
memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan 
perpajakan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). Sedangkan untuk setiap orang yang dengan sengaja 
menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain 
(kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan 
perpajakan) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 
(sepuluh) bulan atau denda paling banyak  Rp. 800.000.000,00 
(delapan ratus juta rupiah). 
 
2.2 Pajak  Kendaraan Bermotor 
2.2.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor 
Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 
penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua 
kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua 
jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 







energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 
bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang 
dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat 
secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.  
Selain itu, dalam peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor menyebutkan : 
1) Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah 
pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor; 
2) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan 
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya 
yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu 
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang dimaksud, termasuk 
alat – alat berat dan alat – alat besar yang dalam operasinya 
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen; 
3) Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang 
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut 
bayaran; 
4) Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang 
dimiliki/dikuasai orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk 







5) Kendaraan Bermotor Milik Badan adalah setiap kendaraan bermotor 
yang dimiliki atas nama badan yang dipergunakan untuk kepentingan 
pribadi atau badan; 
 
2.2.2 Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 
Dalam peraturan Gubernur Sulawesi Barat nomor 1 Tahun 2011 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Khusus Pajak Daerah khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor BAB IV Pasal 8 menyebutkan; 
(1) Besarnya PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff 
pajak dengan dasar pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri. 
(2) Tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
per jenis kendaraan diuraikan sebagai berikut untuk kendaraan 
bermotor pribadi : 
a. Untuk kendaraan bermotor; 
1. Kepemilikan pertama sebesar 1,5% x dasar pengenaan PKB; 
2. Kepemilikan kedua sebesar 2,5% x dasar pengenaan PKB; 
3. Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% x dasar pengenaan PKB; 
4. Kepemilikan keempat sebesar 4,5% dasar pengenaan PKB; 








b. Untuk kendaraan bermotor umum sebesar 1% x dasar 
pengenaan PKB; 
c. Untuk kendaraan milik badan sosial/keagamaan, pemerintah, 
pemerintah daerah, TNI/POLRI, ambulance dan pemadam 
kebakaran sebesar 0,5% x dasar pengenaan PKB; 
d. Alat – alat berat dan alat – alat besar sebesar 0,2% x dasar 
pengenaan PKB. 
 
Dan juga tercantum dalam Pasal 9, menyebutkan : 
(1) Penetapan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 
angka 1, huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan Pajak Progresif 
yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. 
(2) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya didasarkan 
atas bukti kepemilikan nama dan alamat yang sama, atau nomor 
Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang sama. 
(3) Pajak Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
hanya untuk : 
a. Kendaraan bermotor pribadi atas nama pribadi; 
b. Kendaraan roda 4 (empat) keatas; 
c. Kendaraan roda 2 (dua) dengan kapasitas 500 CC keatas. 
(4) Ketentuan teknis pajak pemungutan pajak progresif ditetapkan lebih 










2.2.3 Subjek Pajak Kendaraan Bemotor 
Dalam Pasal 4 Undang – Undang No 28 tahun 2009, subjek Pajak 
atas Kendaraan Bermotor yaitu: 
a) Subjek Pajak Kendaraan Bernotor adalah orang Pribadi atau Badan 
yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bemotor. 
b) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan 
yang memiliki Kendaraan Bermotor. 
c) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh 
pengurus atau kuasa Badan Tersebut. 
 
2.3 Penelitian Terdahulu 
Untuk mendukung landasan teori dalam penelitian ini, maka sangat 
diperlukan adanya hasil dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pajak 
kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut : 
Heince R. N. Wokas (2014) dalam penelitiannya mengkaji mengenai 
efektivitas dan kontribus pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan 
pendapatan asli daerah di provinsi Maluku Utara tahun 2009 – 2013.  
Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Efektivitas penerimaan pajak atas kendaraan bermotor di provinsi Maluku 
utara adalah efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah 
provinsi Maluku utara dalam ini dinas pendapatan dan pengelola aset 
daerah dinilai baik/efektif dalam mengelola penerimaan pajak atas 







tahun menunjukkan  kecenderungan menurun akibat dari adanya 
perbedaan antara kenaikan target dengan realisasinya. 
2. Kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan 
pendapatan asli daerah di provinsi Maluku Utara adalah kurang baik hal 
ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dalam 
hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku 
Utara kurang serius mengidentifikasi, menggali dan mengoptimalkan 
sejumlah objek pajak lainnya yang menjadi objek pajak kendaraan 
bermotor untuk ditetapkan dan dipungut sebagai pajak atas kendaraan 
bermotor. 
 
Gusty Eryandi (2011) dalam penelitiannya mengkaji mengenai analisis 
efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 
Provinsi Bengkulu. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 
bermotor di Provinsi Bengkulu berjalan tidak efektif. 
2. Strategi – strategi pemungutan pajak yang dapat diterapkan untuk 
meningkatkan penerimaan PKB dan BBN-KB adalah dengan cara 
pengetatan sanksi dan perbaikan system pemungutan pajak ke prosedur 










2.4 Kerangka Pemikiran 
Dalam membangun suatu daerah, diperlukan masukan dana yang sangat 
besar. Oleh karena itu, pajak daerah memiliki peran yang sangat vital dalam 
pembangunan daerah sebagai sumber pendanaan yang dapat memenuhi 
kebutuhan dana yang diperlukan dalam pembangunan daerah. 
Di Provinsi Sulawesi Barat, jumlah penggunaan kendaraan bermotor 
mengalami peningkatan. Oleh karena itu, Pajak Kendaraan Bermotor  
merupakan salah satu pajak yang sangat berpotensi untuk memberikan 
penerimaan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Karena sangat 
berpotensi untuk memberikan penerimaan bagi Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Barat, maka perlu melakukan analisis untuk mengetahui sejauh  
mana efektivitas serta kontribusnya Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 
Penerimaan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat, agar nantinya dapat 

















Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah 


















Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa 
dengan mengetahui jumlah selisih antara target penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor dengan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor, kita dapat mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas serta 



















3.1 Rancangan Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 
Data yang digunakan yaitu data target dan realisasi pajak kendaraan 
bermotor Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2011 sampai 2014. Punch 
(1988:4) mengemukakan “metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian 
empiris dimana data adalah dalam bentuk sesuatu yang dapat 
dihitung/angka.” Penelitian kuantitatif memerhatikan pada pengumpulan dan 
analisis data dalam bentuk numerik. Untuk memperoleh data yang 
digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti secara secara langsung 
mengambil data di lapangan, di kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat. 
 
3.2 Tempat dan Waktu 
Dengan pertimbangan untuk mudah memperoleh data serta relevan, 
maka Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat. Adapun waktu penelitian kurang lebih satu bulan 
yaitu bulan September sampai Oktober 2015. 
 
3.3 Populasi Penelitian 
Adapun populasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pajak atas 
Kendaraan Bermototor, yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah 







tersebar di 6 Kabupaten/Kota, yakni : Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju 
Tengah Mamuju Utara, dan Polewali Mandar. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 
a. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka  
– angka yang dapat dihitung. 
b. Data Kualitatif, yaitu data yang berbentuk penjelasan dan uraian yang 
diperoleh sehingga nantinya masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. 
 
Sumber data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 
a. Data yang diperoleh secara langsung melalui pengumpulan dokumen 
serta melalui wawancara dengan pihak yang menangani perpajakan. 
b. Data sekunder, yaitu data berupa landasan teori yang diperoleh melalui 
penelitian pustaka. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 
melakukan penelitian ini, yaitu: 
a. Wawancara 
Menurut Sugiono (2008:72), wawancara adalah pertemuan dua 
orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga 
dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik. Wawancara yang 
dilakukan dalam penelitian ini yaitu pada pihak Dinas Pendapatan dan 








Menurut Sugiono (2008:82) dokumen merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 
atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah buku laporan Capaian Kinerja 
SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aser Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat. 
 
3.6 Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
3.6.1 Analisis Efektifitas 
Menurut Mardiasmo (2009:134) efektifitas adalah “ukuran berhasil 
tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu 
organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat 
dikatakan telah berjalan dengan efektif.”  
Untuk menghitung efektivitas dari Pajak atas Kendaraan 
Bermotor, digunakan rumus sebagai berikut: 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
 𝑋 100% 
 Realisasi penerimaan Pajak atas Kendaraan Bermotor, diperoleh 
dari seluruh jumlah pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dari tiap 
UPTD Samsat yang ada di tiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 
Barat. Penerimaan di tiap UPTD Samsat di tiap Kabupaten/Kota akan 
mengalami perbedaan berdasarkan jumlah kendaraan bermotor di 







 Target Pajak atas Kendaraan Bermotor ditentukan oleh 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Berat. Dalam penentuannya tersebut 
biasanya dengan melihat jumlah kendaraan bermotor dan penerimaan 
Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun sebelumnya. 
  
3.6.2 Analisis Kontribusi 
Dalam Kamus Ekonomi (Gurtitno, 1997:49) kontribusi adalah 
“sesuatu yang diberikan bersama – sama dengan pihak lain untuk 
tujuan biaya atau kerugian tertentu. Sehingga dalam penelitian ini 
kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang 
diberikan oleh pendapatan Pajak atas Kendaraan Bemotor terhadap 
Pendapatan Asli Daerah.” 
Untuk mengetahui kontribusi Pajak atas Kendaraan Bermotor 
terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan rumus sebagai berikut : 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑋 100% 
 Seperti sebelumnya, Realisasi penerimaan Pajak atas Kendaraan 
Bermotor, diperoleh dari seluruh jumlah pajak kendaraan bermotor 
yang diperoleh dari tiap UPTD Samsat yang ada di tiap kabupaten/kota 
di Provinsi Sulawesi Barat. Penerimaan di tiap UPTD Samsat di tiap 
Kabupaten/Kota akan mengalami perbedaan berdasarkan jumlah 
kendaraan bermotor di masing – masing Kabupaten/Kota. 
 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan jumlah 
seluruh pendapatan yang di terimah oleh suatu daerah  dalam hal ini 







Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keakayaan yang Dipisahkan, dan 























GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat 
4.1.1 Keadaan Geografi 
a. Letak dan Luas 
Provinsi Sulawesi Barat yang beribukota di Mamuju terletak antara 00 
12’- 30 38’00’’ Lintang Selatan/South Latitude dan 1180 43’15’’ - 1190 
54’3’’ Bujur Timur/East Longitude, Provinsi Sulawesi Barat wilayahnya 
berbatasan dengan : 
1. Sebelah Utara/in the Northern side by : Sulawesi Tengah 
2. Sebelah Timur/ in the Eastern side by : Sulawesi Selatan 
3. Sebelah Barat/ in the Western side by : Selat Makassar 
4. Sebelah Selatan/ in the Southern side by : Sulawesi Selatan. 
 
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat tercatat 810,405 Km2 yang 
meliputi 5 (lima) Kabupaten, dimana Kabupaten Polewali Mandar 
dengan luas wilayah 2,022 Km2, Kabupaten Mamasa dengan luas 
wilayah 2,985 Km2, Kabupaten Mamuju Utara dengan luas wilayah 
3,044 Km2, Kabupaten Majene 948 Km2, dan Kabupaten Mamuju 
8,222 Km2. Kabupaten Mamuju adalah kabupaten terluas. Luas 
kabupaten tersebut 48% dari seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat. 
Sementara kabupaten Majene adalah Kabupaten terkecil dengan luas 







Faktor yang paling berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan 
adalah masih banyaknya daerah yang sulit dijangkau yang 
disebabkan oleh medan yang berat karena melalui sungai, pulau 
terpencil yang harus ditempuh 2-3 hari dan ada juga daerah 
pegunungan yang harus dilewati dengan kuda. Disamping itu masih 
ada sekelompok masyarakat yang sukar berinteraksi dengan dunia 
luar dan menutup diri dari perkembangan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan termasuk intervensi pelayanan kesehatan ke daerah 
mereka seperti pelayanan imunisasi, pentingnya hidup bersih dan 




Wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas dataran tinggi dan 
rendah. Di Sulawesi Barat terdapat 193 buah gunung dan yang 
tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 
meter diatas permukaan laut. Gunung ini berdiri tegak di Kabupaten 
Mamuju. Umumnya ditiap Kabupaten memiliki beberapa perbukitan 
dan pegunungan yang berpotensi dijadikan cadangan untuk 
ekosistem guna mendukung pembangunan berwawasan lingkungan, 
juga memiliki garis pantai yang merupakan daerah dataran rendah 
yang berpotensi untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan 
perikanan darat dan laut seperti di Kabupaten Mamuju, Kabupaten 







Jumlah sungai yang mengalir di Wilayah Sulawesi Barat tercatat sekitar 8 
aliran sungai, dengan jumlah aliran yang terbesar di Kabupaten polewali 
Mandar, yakni 5 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada dua yaitu 
sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi Kabupaten Tana 
Toraja, Enrekang, Pinrang dan polewali Mandar serta Sungai Karama di 




Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya 
tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Pada 
tahun 2008 suhu udara maksimum terjadi di Stasiun Meteorologi 
Kabupaten Majene, yaitu sebesar 34,2°C , sedangkan suhu udara 
minimum yaitu sebesar 22,4°C. 
Provinsi Sulawesi Barat mempunyai kelembaban udara relative tinggi, 
dimana pada tahun 2008 rata-rata berkisar antara 76,5 persen sampai 
82,8 persen. Sedangkan kecepatan angin hampir diseluruh wilayah 
kabupaten di Sulawesi Barat umumnya merata setiap bulannya, yaitu 
berkisar 5 km/jam hingga 14 km/jam. Data suhu minimum dan maksimum 
serta posisi Stasiun Pengamatan, arah dan kecepatan angin serta 
kelembaban udara selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini : 
Dengan Kelembaban udara yang relative tinggi dan adanya 2 musim yaitu 
musim hujan dan musim kemarau menjadikan daerah ini masih sering 
terjadi penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan seperti DBD, Malaria, 








Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menaungi 5 daerah tingkat II dengan 
wilayah berstatus Kabupaten. Dari 5 Kabupaten tersebut, didalamnya 
terdapat 66 wilayah kecamatan dan 602 desa/kelurahan pada tahun 
2008. Kabupaten yang paling banyak kecamatan adalah Kabupaten 
Mamuju dengan 15 kecamatan, sedangkan Kabupaten yang mempunyai 
jumlah kecamatan paling sedikit adalah Kabupaten Majene yang hanya 
hanya memiliki 8 kecamatan. 
Kabupaten Mamuju adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Diantara 
Kabupaten, yang paling jauh jaraknya dari Ibu Kota Provinsi adalah 
Kabupaten Mamuju Utara dengan jarak 276 Km dan yang terdekat adalah 
Kabupaten Majene dengan jarak 143 Km. 
 
4.2 Sejarah Provinsi Sulawesi Barat 
Bertolak dari semangat "Allamungan Batu di Luyo" yang mengikat Mandar 
dalam perserikatan "Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu” dalam 
sebuah muktamar yang melahirkan "Sipamandar" (saling memperkuat) untuk 
bekerja sama dalam membangun Mandar, dari semangat inilah maka sekitar 
tahun 1960 oleh tokoh masyarakat Mandar yang ada di Makassar yaitu 
antara lain : H. A. Depu, Abd. Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik, 
Baharuddin Lopa, SH. dan Abd. Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi 
Mandar bertempat di rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara 
memisahkan diri dari Provinsi Induk yang saat itu bernama Provinsi Sulawesi 







Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A. Depu di Jl. 
Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1961 dideklarasikan 
di Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin Makassar dan perjuangan 
tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru perjuangan tetap berjalan 
namun selalu menemui jalan buntu yang akhirnya perjuangan ini seakan 
dipeti-es-kan sampai pada masa Reformasi barulah perjuangan ini kembali 
diupayakan oleh tokoh masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan 
generasi lalu yang diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih 
hidup, namun juga telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 
2000 yang lalu dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 
jiwa di Galung Lombok, kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi 
Barat yang pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat 
persetujuan dan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kab. Mamuju, Kab. 
Majene dan Kab. Polmas. 
Tuntutan memisahkan diri dari Sulsel sebagaimana diatas sudah dimulai 
masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak sebelum Indonesia 
merdeka. Setelah era reformasi dan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999, 
kemudian menggelorakan kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, 
yakni Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi. 
Sejak tahun 2005, tiga kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali-Mamasa) 
resmi terpisah dari Propinsi Sulawesi Selatan menjadi Propinsi Sulawesi 
Barat, dengan ibukota Propinsi di kota Mamuju. Selanjutnya, Kabupaten 
Polewali-Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah 







Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah satu 
daerah yang paling terisolir atau ‘yang terlupakan’ di Sulawesi Selatan. 
Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting: 
Jaraknya yang cukup jauh dari ibukota propinsi (Makassar); 
kondisi geografisnya yang bergunung-gunung dengan prasarana jalan yang 
buruk; 
mayoritas penduduknya (etnis Mandar, dan beberapa kelompok sub-etnik 
kecil lainnya) yang lebih egaliter, sehingga sering berbeda sikap dengan 
kelompok etnis mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih 
hierarkis (atau bahkan feodal) – pada awal tahun 1960an, sekelompok 
intelektual muda Mandar pimpinan almarhum Baharuddin Lopa (Menteri 
Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden 
Abdurrahman Wahid, 1999-2000, dan sempat menjadi ‘aikon nasional’ 
gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang sangat terkenal) melayangkan 
‘Risalah Demokrasi’ menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa 
kebijakan politik Jakarta dan Makassar; serta 
Fakta sejarah daerah ini sempat menjadi pangkalan utama ‘tentara pembelot’ 
(Batalion 310 pimpinan Kolonel Andi Selle), pada tahun 1950-60an, yang 
kecewa terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan kemudian melakukan 
perlawanan bersenjata terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI); selain 
sebagai daerah lintas - gunung dan hutan – untuk memperoleh pasokan 
senjata selundupan melalui Selat Makassar - oleh gerilyawan Darul Islam (DI) 
pimpinan Kahar Muzakkar yang berbasis utama di Kabupaten Luwu dan 







Pembentukan daerah kabupaten baru di wilayah sulawesi barat masih dalam 
proses dan dalam prosesnya masih sering diiringi oleh permasalahan-
permasalahan yang merupakan efek penyatuan pendapat yang belum 
memiliki titik temu. 
 
4.3 Nilai Budaya 
4.3.1 Penduduk 
Sulawesi Barat berdasarkan hasil survei Sosial dan Ekonomi Nasional 
(SUSENAS) Tahun 2006 berjumlah 992.656 jiwa yang tersebar di 5 
kabupaten, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 356.391 jiwa 
mendiami Kabupaten Polewali Mandar. 
Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih 
banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, hal ini tercermin 
dari angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari jumlah penduduk 
perempuan 
 
4.3.2 Angkatan Kerja 
Penduduk Usia Kerja (PUK) didefenisikan sebagai penduduk yang 
berumur 10 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terdiri dari Angkatan Kerja 
dan Bukan Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang 
sedang mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja adalah 
mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan 
kegiatan lainnya. 
Penduduk usia kerja di daerah Sulawesi Barat pada tahun 2006 







menjadi angkatan kerja berjumlah 444.324 jiwa atau lebih dari 50 persen 
dari seluruh Penduduk Usia Kerja. 
Dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 444.324 jiwa tercatat bahwa 
53.215 orang dalam status mencari pekerjaan. dari angka tersebut dapat 
dihitung tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Barat pada tahun 
2006, yakni sebesar 11,98 persen. angka ini merupakan rasio antara 
pencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. 
Dilihat dari segi lapangan usaha, sebagian besar penduduk Sulawesi 
Barat bekerja pada sektor pertanian yang berjumlah 276.299 orang atau 
70,64 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lainnya yang 
juga menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan dan 
jasa-jasa. 
 
4.3.3 Potensi Pariwisata  
Potensi pariwisata cukup menjanjikan akan tetapi belum dikelola dengan 
baik secara optimal sehingga belum dapat hasil yang lebih nyata terhadap 
pemasukan devisa bagi daerah meski demikian, gunakan 
memperkenalkan pariwisata kepada masyarakat indonesia bahkan ke 
dunia internasional, pemerintah SulBar menyiapkan berbagai upaya 
berupa promosi-promosi di media cetak maupun elektronik untuk 
memperkenalkan pariwisata ke dunia luar. 
Akan disiapkan sarana dan prasarana, akomodasi berupa hotel yang 









Obyek Wisata Alam di Prov Sulbar antara lain : 
a) Anjoro Pitu 
b) Air panas 
c) Sumur Jodoh di pulau karampuang 
Obyek wisata bahari antara lain : 
a) Pasir Putih di Kab Polman 
b) Air terjun Mata sapi di mamuju 
c) Taman Laut Pulau Karampuang dan kepulauan bala-balakang 
d) Permandian airpanas di Kalumpang, tapandulu dan aralle di mamasa 
Tamasya Budaya antara lain : 
a) Rumah adat mamuju 
b) Padi Tammanurung Kalumpang 
c) Kayu Ebodi Raksasa di Kaluku 
Potensi Agro wisata : 
Aneka ragam Flora Fauna 
Potensi Tarian Daerah antara lain  seperti rincian di bawah ini : 
a) Tari Bamba Manurung 
b) Tari Ma Bundu 
c) Tari Motaro 
d) Tari Bulu Londong 
e) Tari Tuduq Mandar Pembolongatta 
f) Tari Tuduq Kumba 
g) Tari Dego Pallaga 
h) Tari Pa Jinang 







j) Pulau Karampuang 
k) Gantungan 
 
4.4 Arti Lambang Provinsi Sulawesi Barat 
 
Lambang Sulawesi Barat berbunyi ‘Mellete Diatonganan’, yang berarti 'Meniti 
di Atas Kebenaran'. Di tengah lambangnya, terdapat perahu sande. Arah 
perahu ke depan dengan layar di sebelah kanan, bermakna bahwa Sulbar 
mulai berlayar ke depan dengan arah yang benar (kanan). Di bagian atas, 
tertancap 'Doe Pakka' (Trisula) di gunung, melambangkan kepribadian orang 
Mandar, yang berarti keberanian, kejujuran, dan keadilan. Bingkai lambang 
Sulbar diambil dari bentuk dasar 'balenga lita' (panci yang terbuat dari 
tanah). Bagian atasnya merupakan simbol 'sulapa appe' (empat mata angin) 
yang di dalamnya bertuliskan Sulawesi Barat. 
 
4.5 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Provins Sulawesi Barat  sebagai 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang diberi tugas 
dalam pengelolaan pendapatan, baik Pendapatan Asli Daerah maupun 







yang diemban selama ini. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan 
kewenangannya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat  
dipengaruhi berbagai faktor lingkungan baik internal organisasi maupun dari 
eksternal. 
Analisis faktor-faktor kunci penentu keberhasilan yang dilakukan Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu Empat 
Tahun terakhir adalah dengan menggunakan metoda Analisis keterkaitan 
Misi, Visi dan Nilai-nilai. Sebagai langkah Ieblh Ianjut dari hasil  analisis 
Iingkungan  strategi Dinas Pendapatan Daerah dengan pendekatan analisis 
SWOT. Strategi dirancang melaui analisa lingkungan internal dan eksternal 
dengan mempertimbangkan nilai — nilai kerjasarma,  keberbasilan dan 
kepastian masa depan. 
 
4.6 Visi dan Misi DISPENDA Provinsi Sulawesi Barat 
Visi 
“Pendapatan Asli Daerah sebagai Potensi Utama Meningkatkan dan 
Memeratakan Pembangunan dengan Mengutamakan Pelayanan” 
M I S I 
1. Meningkatkan pelayanan secara optimal. 
2. Meningkatkan motivasi masyarakat terhadap pembangunan. 
3. Meningkatkan peran aktif Dinas / Instansi Pemungut Pendapatan Daerah. 










4.7 Struktur Organisasi 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah 

















Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
 
4.8 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 
Kedudukan 
Dispenda Provinsi Sulawesi Barat berkedudukan dibawah dan bertanggung 


























































Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah 
berdasarkan atas azas otonomi dan tugas pembantuan. 
Fungsi : 
1. Penyelenggaraan Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis 
Pendapatan 
2. Penyelenggaraan Pendapatan dan Pelayanan Umum, Meliputi 
Kesektariatan, Perencanaan dan Pengembangan, Pajak, Non Pajak, 
Pengendalian Dan Pembinaan Serta CPDP 
3. Penyelenggaraan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pendapatan Daerah 
Dan Pelayanan Umum 
4. Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas – tugas  
Pendapatan secara Internal meliputi Kesektariatan, Perencanaan dan 
Pengembangan, Pajak, Non Pajak, Pengendalian dan Pembinaan, 
CPDP, Pembinaan Teknis Fungsional, Pendapatan Daerah dan 
Pelayanan Umum 
Penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 
 
4.9 Uraian Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2011 – 2014 di 
Provinsi Sulawesi Barat 
Uraian jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2011 – 2014 yang ada di 
tiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat akan diperlihatkan dalam 










Rekapitulasi Penerimaan PKB 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
UPTD Samsat Mamuju 
Tahun 2011 s/d 2014 
No. Tahun  Jenis Kendaraan Nilai PKB 
1 2014 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp      6,447,706,252  
2   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp           34,859,723  
3   B-2 Bus, Micro Bus (Pribadi)  Rp           19,763,545  
4   B-2 Bus, Micro Bus (Umum)  Rp         119,566,033  
5   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp      4,824,892,825  
6   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp         533,762,203  
7   E. Sepeda Motor  Rp      8,394,828,449  
8   Total  Rp    20,375,379,030  
9 2013 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp      5,471,929,998  
10   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp           29,584,156  
11   B-2 Bus, Micro Bus (Pribadi)  Rp           16,772,590  
12   B-2 Bus, Micro Bus (Umum)  Rp         101,471,276  
13   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp      4,094,708,220  
14   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp         452,984,255  
15   E. Sepeda Motor  Rp      7,124,380,645  
16   Total  Rp    17,291,831,140  
17 2012 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp      4,894,254,714  
18   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp           26,460,937  
19   B-2 Bus, Micro Bus (Pribadi)  Rp           15,001,899  
20   B-2 Bus, Micro Bus (Umum)  Rp           90,758,884  
21   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp      3,662,427,153  
22   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp         405,162,406  
23   E. Sepeda Motor  Rp      6,372,255,048  
24   Total  Rp     15,466,321,041  
25 2011 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp      4,048,376,446  
26   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp           21,887,670  
27   B-2 Bus, Micro Bus (Pribadi)  Rp           12,409,109  
28   B-2 Bus, Micro Bus (Umum)  Rp           75,072,947  
29   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp      3,029,446,706  
30   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp         335,137,838  
31   E. Sepeda Motor  Rp      5,270,932,707  
32   Total  Rp    12,793,263,423  
Grand Total  Rp    65,926,794,634  







Tabel diatas memperlihatkan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor Kota 
Mamuju tahun 2011 sebesar Rp 12,793,263,423, tahun 2012 sebesar 
Rp15,466,321,041, tahun 2013 sebesar Rp 17,291,831,140, tahun 2014 
sebesar Rp 20,375,379,030, sehingga dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan 
Pajak Kendaraan Bermotor Kota Mamuju dari tahun 2011 sampai dengan 
























b) Polewali Mandar 
Tabel 4.2 
Rekapitulasi Penerimaan PKB 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
UPTD Samsat Polewali Mandar 
Tahun 2011 s/d 2014 
No. Tahun  Jenis Kendaraan  Nilai PKB  
1 2014 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp    1,771,860,856  
2   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp       154,220,559  
3   B-2 Bus, Micro Bus (Pribadi)  Rp          8,905,448  
4   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp    1,299,620,260  
5   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp         21,963,779  
6   E. Sepeda Motor  Rp    4,432,251,374  
7   Total  Rp    7,688,822,276  
        
8 2013 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp    1,503,712,823  
9   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp       130,881,289  
10   B-2 Bus, Micro Bus (Pribadi)  Rp          7,557,723  
11   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp    1,102,939,683  
12   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp         18,639,848  
13   E. Sepeda Motor  Rp    3,761,487,932  
14   Total  Rp    6,525,219,298  
        
15 2012 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp    1,344,964,862  
16   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp       117,064,066  
17   B-2 Bus, Micro Bus (Pribadi)  Rp          6,759,847  
18   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp       986,501,608  
19   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp         16,672,027  
20   E. Sepeda Motor  Rp    3,364,385,153  
21   Total  Rp    5,836,347,563  
        
22 2011 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp    1,112,513,423  
23   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp         96,831,781  
24   B-2 Bus, Micro Bus (Pribadi)  Rp          5,591,540  
25   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp       816,003,683  
26   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp         13,790,586  
27   E. Sepeda Motor  Rp    2,782,915,562  
28   Total  Rp    4,827,646,575  
Grand Total  Rp  24,878,035,712  







Tabel diatas memperlihatkan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor Kota 
Mamuju tahun 2011 sebesar Rp 4,827,646,575, tahun 2012 sebesar 
Rp5,836,347,563, tahun 2013 sebesar Rp 6,525,219,298, tahun 2014 sebesar 
Rp 7,688,822,276, sehingga dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan Pajak 
Kendaraan Bermotor Kota Mamuju dari tahun 2011 sampai dengan 2014 




























Rekapitulasi Penerimaan PKB 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
UPTD Samsat Majene 
Tahun 2011 s/d 2014 
No. Tahun  Jenis Kendaraan Nilai PKB 
1 2014 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp          1,353,232,720  
2   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp             126,865,568  
3   B-2 Bus, Micro Bus (Pribadi)  Rp               42,288,522  
4   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp             380,596,703  
5   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp               84,577,045  
6   E. Sepeda Motor  Rp          2,241,291,694  
7   Total  Rp         4,228,852,252  
        
8 2013 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp          1,148,438,597  
9   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp             107,666,118  
10   B-2 Bus, Micro Bus (Pribadi)  Rp               35,888,706  
11   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp             322,998,355  
12   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp               71,777,412  
13   E. Sepeda Motor  Rp          1,902,101,427  
14   Total  Rp         3,588,870,615  
        
15 2012 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp          1,027,197,171  
16   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp             160,499,558  
17   B-2 Bus, Micro Bus (Pribadi)  Rp               96,299,735  
18   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp             288,899,204  
19   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp             128,399,646  
20   E. Sepeda Motor  Rp          1,508,695,845  
21   Total  Rp         3,209,991,159  
        
22 2011 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp             849,665,797  
23   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp             132,760,281  
24   B-2 Bus, Micro Bus (Pribadi)  Rp               79,656,168  
25   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp             238,968,505  
26   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp             106,208,225  
27   E. Sepeda Motor  Rp          1,247,946,640  
28   Total  Rp         2,655,205,616  
Grand Total  Rp       13,682,919,642  







Tabel diatas memperlihatkan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor Kota 
Mamuju tahun 2011 sebesar Rp 2,655,205,616, tahun 2012 sebesar                               
Rp3,209,991,159, tahun 2013 sebesar Rp 3,588,870,615, tahun 2014 sebesar 
Rp 4,228,852,252, sehingga dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan Pajak 
Kendaraan Bermotor Kota Mamuju dari tahun 2011 sampai dengan 2014 




























Rekapitulasi Penerimaan PKB 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
UPTD Samsat Mamasa 
Tahun 2011 s/d 2014 
No. Tahun  Jenis Kendaraan  Nilai PKB  
1 2014 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp        859,328,206  
2   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp          66,557,994  
3   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp        390,887,695  
4   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp        193,673,983  
5   E. Sepeda Motor  Rp        796,198,805  
6   Total  Rp     2,306,646,683  
        
7 2013 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp        731,713,241  
8   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp          50,565,528  
9   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp        335,218,570  
10   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp        164,363,951  
11   E. Sepeda Motor  Rp        675,704,499  
12   Total  Rp     1,957,565,789  
        
13 2012 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp        650,242,962  
14   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp          44,977,971  
15   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp        304,301,470  
16   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp        147,011,940  
17   E. Sepeda Motor  Rp        604,369,926  
18   Total  Rp     1,750,904,269  
        
19 2011 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp        540,947,675  
20   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp          36,117,625  
21   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp        249,708,784  
22   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp        121,603,739  
23   E. Sepeda Motor  Rp        499,916,150  
24   Total  Rp     1,448,293,973  
Grand Total  Rp     7,463,410,714  
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Tabel diatas memperlihatkan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor Kota 







Rp1,750,904,269, tahun 2013 sebesar Rp 1,957,565,789, tahun 2014 sebesar 
Rp 2,306,646,683, sehingga dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan Pajak 
Kendaraan Bermotor Kota Mamuju dari tahun 2011 sampai dengan 2014 




























e) Mamuju Utara 
Tabel 4.5 
Rekapitulasi Penerimaan PKB 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
UPTD Samsat Mamuju Utara 
Tahun 2011 s/d 2014 
No. Tahun  Jenis Kendaraan  Nilai PKB  
1 2014 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp              884,214,561  
2   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp              345,997,002  
3   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp              615,105,781  
4   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp              230,664,670  
5   E. Sepeda Motor  Rp           1,768,429,123  
6   Total  Rp           3,844,411,137  
        
7 2013 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp              750,400,219  
8   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp              293,634,868  
9   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp              522,017,546  
10   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp              195,756,578  
11   E. Sepeda Motor  Rp           1,500,800,438  
12   Total  Rp           3,262,609,649  
        
13 2012 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp              671,179,969  
14   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp              262,635,643  
15   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp              466,907,804  
16   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp              175,090,426  
17   E. Sepeda Motor  Rp           1,342,359,939  
18   Total  Rp           2,918,173,781  
        
19 2011 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)  Rp              555,179,356  
20   A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)  Rp              217,244,097  
21   C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)  Rp              386,211,726  
22   C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)  Rp              144,829,397  
23   E. Sepeda Motor  Rp           1,110,358,712  
24   Total  Rp           2,413,823,288  
Grand Total  Rp         12,439,017,855  
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Tabel diatas memperlihatkan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor Kota 







Rp2,918,173,781, tahun 2013 sebesar Rp 3,262,609,649, tahun 2014 sebesar 
Rp 3,844,411,138, sehingga dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan Pajak 
Kendaraan Bermotor Kota Mamuju dari tahun 2011 sampai dengan 2014 
adalah sebesar Rp 12,439,017,855. 
 
Dan untuk rekapitulasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat diperlihatkan dalam tabel 
dibawah ini. 
Tabel 4.6 
Rekapitulasi Penerimaan PKB 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 





2011 2012 2013 2014 




Rp     4,827,646,575 Rp    5,836,347,563 Rp     6,525,219,298 Rp    7,688,822,276 
3 Samsat Majene Rp     2,655,205,616 Rp    3,209,991,159 Rp     3,588,870,615 Rp    4,228,852,252 




Rp     2,413,823,288 Rp    2,918,173,781 Rp     3,262,609,649 Rp    3,844,411,137 
TOTAL Rp   24,138,232,875 Rp  29,181,737,813 Rp   32,626,096,491 Rp 38,444,111,378 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Tabel 4.6 di atas memperlihatkan rekapitulasi Pajak Kendaraan Bermotor 
dari tiap UPTD Samsat di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi 











Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab I, II, III, dan IV, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. Hasil analisis efektifitas menunjukkan bahwa tingkat efektifitas 
penerimaan pajak atas kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2011 – 2014 adalah sebesar 110,35%. Bedasarkan indikator yang 
telah ditentukan, maka penilainnya adalah sangat efektif. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
efektif dalam mengelola pajak kendaraan bermotor. Namun hal itu juga 
tak lepas dari seluruh Samsat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, serta  
masyarakat yang peduli akan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat 
dengan membayar pajak kendaraan bermotor. 
2. Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Barat  
adalah sebesar 19,74% dan berdasarkan indikator yang telah 
dibuatkan, maka penilaiannya adalah kurang. Hal ini juga menunjukkan 
bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor masih kurang dibandingkan 
dengan pendapatan lainnya yang diperoleh Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Barat, seperti Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
dimana pada tahun 2014 mencapai Rp 75.283.052.270,00 ( tujuh puluh  
lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh dua ribu dua 
ratus tujuh puluh rupiah ), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 











Melihat kontribusi pajak kendaraan bermotor masih kurang, maka 
peneliti memberikan saran agar kiranya Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat dapat lebih memperbanyak sosialisasi kepada 
masyarakat agar masyarakat dapat sadar pentingnya pajak dalam upaya 
pembangunan daerah. Selain itu, juga memberi arahan kepada SAMSAT 
di tiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat agar kiranya lebih 
meningkatkan tingkat pelayanan dengan lebih mempermudah dalam hal 
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan juga memberikan 
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Lampiran 2:  
T A R G E T  D A N  R E A L I S A S I  P E N D A P A T A N 
P R O V I N S I  S U L A W E S I  B A R A T 






TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 
PENDAPATAN 
     
724.286.712.369,25  
      
724.994.427.324,04  
   
959.730.306.718,22  
    
974.874.831.585,08  










ASLI DAERAH ( 
PAD ) 
     
103.547.078.973,25  
      
120.434.293.901,04  
   
142.706.045.652,42  
    
138.538.187.426,30  
       
163.935.066.067,73  
     
154.131.860.472,00  
     
220.716.059.002,88  
     
229.853.886.792,29  
1. PAJAK DAERAH 
       
85.393.963.824,25  
        
96.383.466.901,75  
   
100.993.469.435,42  
    
119.939.739.355,20  
       
125.322.489.850,73  
     
132.801.330.851,00  
     
175.605.898.768,54  





         
3.134.920.000,00  
          
2.041.884.268,00  
       
6.855.000.000,00  
        
1.422.346.141,00  
           
3.029.000.000,00  
         
2.326.506.733,00  
         
4.141.800.000,00  







                                 
-    
                                   
-    
       
1.508.193.327,00  
                                 
-    
           
1.508.193.327,00  
            
530.814.156,00  
         
1.175.000.000,00  





       
15.018.195.149,00  
        
22.008.942.731,29  
     
33.349.382.890,00  
      
17.176.101.930,10  
         
34.075.382.890,00  
       
18.473.208.732,00  
       
39.793.360.234,34  





     
511.710.833.396,00  
      
512.652.276.902,00  
   
663.009.281.065,80  
    
671.146.617.683,00  
       
769.834.364.069,00  
     
772.106.137.666,00  
     
855.532.220.261,34  





       
33.851.333.396,00  
          
8.347.021.586,00  
     
35.542.640.065,80  
      
43.462.087.095,00  
         
35.732.431.269,00  
       
39.214.270.826,00  
       
26.003.532.641,34  






            
420.000.000,00  
        
26.865.757.316,00  
                                -    
           
217.889.588,00  
           
1.587.340.800,00  
            
377.274.840,00  
         
2.728.855.620,00  





     
441.578.800.000,00  
      
441.578.798.000,00  
   
590.680.361.000,00  
    
590.680.361.000,00  
       
685.497.592.000,00  
     
685.497.592.000,00  
     
776.214.122.000,00  





       
35.860.700.000,00  
        
35.860.700.000,00  
     
36.786.280.000,00  
      
36.786.280.000,00  
         
47.017.000.000,00  
       
47.017.000.000,00  
       
50.585.710.000,00  






     
109.028.800.000,00  
        
91.907.856.521,00  
   
154.014.980.000,00  
    
148.013.628.980,00  
       
155.113.980.000,00  
     
147.500.633.500,00  
     
161.195.960.000,00  












IV.  PEMBIAYAAN       
      
17.176.397.495,78  
                                     
-  
            
121.563.084,00  
                                  -                                     -    
      
      TOTAL     (  I  
s/d IV ) 
     
724.286.712.369,25  
      
724.994.427.324,04  
   
959.730.306.718,22  
    
974.874.831.585,08  









     
724.286.712.369,25  
      
724.994.427.324,04  
   
959.730.306.718,22  
    
974.874.831.585,08  










ASLI DAERAH ( 
PAD ) 
     
103.547.078.973,25  
      
120.434.293.901,04  
   
142.706.045.652,42  
    
138.538.187.426,30  
       
163.935.066.067,73  
     
154.131.860.472,00  
     
220.716.059.002,88  
     
229.853.886.792,29  
1. PAJAK DAERAH 
       
85.393.963.824,25  
        
96.383.466.901,75  
   
100.993.469.435,42  
    
119.939.739.355,20  
       
125.322.489.850,73  
     
132.801.330.851,00  
     
175.605.898.768,54  





         
3.134.920.000,00  
          
2.041.884.268,00  
       
6.855.000.000,00  
        
1.422.346.141,00  
           
3.029.000.000,00  
         
2.326.506.733,00  
         
4.141.800.000,00  







                                 
-    
                                   
-    
       
1.508.193.327,00  
                                 
-    
           
1.508.193.327,00  
            
530.814.156,00  
         
1.175.000.000,00  





       
15.018.195.149,00  
        
22.008.942.731,29  
     
33.349.382.890,00  
      
17.176.101.930,10  
         
34.075.382.890,00  
       
18.473.208.732,00  
       
39.793.360.234,34  





     
511.710.833.396,00  
      
512.652.276.902,00  
   
663.009.281.065,80  
    
671.146.617.683,00  
       
769.834.364.069,00  
     
772.106.137.666,00  
     
855.532.220.261,34  





       
33.851.333.396,00  
          
8.347.021.586,00  
     
35.542.640.065,80  
      
43.462.087.095,00  
         
35.732.431.269,00  
       
39.214.270.826,00  
       
26.003.532.641,34  






            
420.000.000,00  
        
26.865.757.316,00  
                                -    
           
217.889.588,00  
           
1.587.340.800,00  
            
377.274.840,00  
         
2.728.855.620,00  





     
441.578.800.000,00  
      
441.578.798.000,00  
   
590.680.361.000,00  
    
590.680.361.000,00  
       
685.497.592.000,00  
     
685.497.592.000,00  
     
776.214.122.000,00  





       
35.860.700.000,00  
        
35.860.700.000,00  
     
36.786.280.000,00  
      
36.786.280.000,00  
         
47.017.000.000,00  
       
47.017.000.000,00  
       
50.585.710.000,00  






     
109.028.800.000,00  
        
91.907.856.521,00  
   
154.014.980.000,00  
    
148.013.628.980,00  
       
155.113.980.000,00  
     
147.500.633.500,00  
     
161.195.960.000,00  
     
159.450.670.235,00  
IV.  PEMBIAYAAN       
      
17.176.397.495,78  
                                     
-  
            
121.563.084,00  
                                  -                                     -    
      
      TOTAL     (  I  
s/d IV ) 
     
724.286.712.369,25  
      
724.994.427.324,04  
   
959.730.306.718,22  
    
974.874.831.585,08  























T A R G E T  D A N  R E A L I S A S I  P E N E R I M A A N  P A J A K  D A N  R E T R I B U S I  D A E R A H 
P E R O V I N S I  S U L A W E S I  B A R A T 
T A H U N  2 0 1 1  S / D  2 0 1 4 
 
 
No. JENIS PENERIMAAN 
TAHUN 2011 TAHUN 2012 2013 2014 
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 
1. PAJAK DAERAH 
                   
85.393.963.824,25  
                   
96.383.466.902  
                 
100.993.469.435  
              
119.939.739.355  
                 
125.322.489.851  
           
132.801.330.851  
                  
175.605.898.769  
             
196.874.903.279  
  1. 
Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB) 
                 
22.818.987.765,19  
                   
24.138.232.875  
                    
26.102.355.486  
                 
29.181.737.813  
                    
30.770.727.413  
              
32.626.096.491  
                    
32.656.219.489  
               
38.444.111.378  
  2. Pajak Kendaraan Diatas Air 
                           
50.000.000,00  
                           
10.541.300  
                           
10.548.786  
                        
10.660.100  
                              
9.112.500  
                        
9.895.150  
                              
9.354.893  
                       
10.822.900  
  3. 
Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBNKB) 
                   
38.892.976.059,06  
                   
47.411.332.495  
                    
48.040.215.163  
                 
61.336.925.860  
                    
61.844.721.158  
              
64.218.972.943  
                    
66.547.190.401  
               
75.283.052.270  
  4. 
Bea Balik Nama Kendaraan 
Diatas Air 
                           
64.000.000,00  
                             
2.550.000  
                           
21.000.000  
                                           
-  
                           
25.676.280  
                                        
-  
                                             
-  
                                    
-  
  5. 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor 
                   
22.115.000.000,00  
                   
24.755.248.384  
                    
25.405.350.000  
                 
29.337.588.330  
                    
32.046.152.500  
              
35.814.990.162  
                    
36.283.133.986  
               
46.046.481.005  
  6. Air Permukaan Tanah  
                      
1.453.000.000,00  
                           
65.561.848  
                      
1.414.000.000  
                        
72.827.252  
                         
626.100.000  
                   
131.376.105  
                          
110.000.000  
                     
164.638.252  
  7. Pajak Rokok             
                    
40.000.000.000  
               
36.925.797.474  
2. RETRIBUSI DAERAH 
                      
3.134.920.000,00  
                     
2.041.884.268  
                      
6.855.000.000  
                   
1.422.346.141  
                      
3.029.000.000  
                
2.326.506.733  
                       
4.141.800.000  
                  
4.007.637.184  
  
1. Retribusi Jasa Umum ( 
Retribusi Pelayanan Jasa 
Ketatausahaan ) 
                      
2.305.420.000,00  
                     
1.403.621.768  
                      
4.740.000.000  
                      
481.322.241  
                      
1.495.000.000  
                
1.640.630.058  
                       
2.975.800.000  
                  
3.382.227.279  
  2. 
Retribusi Jasa Usaha ( Ret 
Kekayaan Daerah ) 
                         
569.500.000,00  
                        
333.885.000  
                      
1.765.000.000  
                      
597.279.900  
                      
1.184.000.000  
                   
675.958.175  
                       
1.136.000.000  
                     
609.241.655  
  
3. Ret Perizinan Tertentu ( Ret 
Izin Trayek / Ret Jemb Timbang 
) 
                         
260.000.000,00  
                        
304.377.500  
                         
350.000.000  
                      
343.744.000  
                         
350.000.000  
                        
9.918.500  
                            
30.000.000  
                       
16.168.250  
 
